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Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran hamper menggantikan peranan uang tunai (currency) sebagai
alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Sistem
pembayaran non-tunai atau digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang
diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian suatu produk oleh
konsumen. Sehubungan dengan semakin tingginya penggunaan non-tunai atau uang elektronik di Indonesia,
Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi
dalam melakukan e-payment, khususnya yang mengenai penggunaan kode digital berupa QR Code. Di
bulan Mei tahun 2019, Bank Indonesia (Bl) akhirnya menerbitkan suatu aturan standardisasi QR Code
sebagal sistem pembayaran, yaitu QR Code Indonesia Standard (QRIS). Saat ini sistem pembayaran berbasis
QR Code, yaitu Alipay dan WeChat Pay, adalah sistem pembayaran nomor satu di China. Indonesia
kemudian menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran masuknya Alipay dan WeChat Pay. Tidak hanya
Alipay dan WeChat Pay, WhatsA pp Pay juga direncanakan untuk masuk dan beroperasi di Indonesia
mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna WhatsA pp paling banyak di
dunia. Dalam tesisini, penulis akan menganalisis peraturan-peraturan hukum dan prosedur-prosedur hukum
terbaru saat ini di Indonesiayang harus dipahami dan dilakukan oleh WhatsA pp Pay sehingga WhatsA pp
Pay dapat dengan sukses masuk dan dioperasikan di Indonesia. Penulis juga akan mengaitkan dengan

pel anggaran-pel anggaran hukum atas penggunaan WeChat Pay saat awal masuk ke Indonesia sehingga
WhatsA pp dapat berkaca dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atas penggunaan awal WeChat Pay di
Indonesia.

...... Technological advances in the payment system nearly replaced the role of cash (currency) as a means of
payment into aform of non-cash payment that is more efficient and economical. A non-cash or digital
payment system is aform of payment system or mechanism that is held online via the internet for the
purpose of purchasing a product by consumers. In relation with with the increasing use of non-cash or
electronic money in Indonesia, Bank Indonesia has issued various regulations (regulations) related to the use
of information technology in conducting e-payments, particularly regarding the use of digital codesin the
form of QR Codes. In May 2019, Bank Indonesia (Bl) finally issued a standardization rule for QR Code as a
payment system, called QR Code Indonesia Standard (QRIS). In the present for QR Code-based payment
systems, that is Alipay and WeChat Pay, are the number one payment systemsin China. Indonesiathen
became one of the targeted countries for Alipay and WeChat Pay. Not only Alipay and WeChat Pay, but
WhatsA pp Pay is also planned to enter and operate in Indonesia considering that Indonesiais one of the
countries with the most WhatsApp usersin the world. In thisthesis, the author will analyze the latest current
legal regulations and legal procedures in Indonesiathat WhatsA pp Pay must understand and do so that
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WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will also relate to the legal
violations of the use of WeChat Pay when he first entered Indonesia so that WhatsA pp can reflect and not
repeat the same mistakes for the initial use of WeChat Pay in Indonesia. In this thesis, the author will
anayze the latest legal regulations and legal procedures in Indonesia that must be understood and performed
by WhatsApp Pay so that WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will
also relate to the legal violations of the use of WeChat Pay when they first entered Indonesia so that
WhatsApp can reflect and not repeat the same mistakes for theinitial use of WeChat Pay in Indonesia



